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Menimbang : a. bahwa pasar merupakan aset daerah sebagai 
salah satu sumber pendapatan daerah yang 
mempunyai peran dalam peningkatan 
kemampuan keuangan daerah dan 
kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa sebagai dasar hukum dalam 
pemungutan retribusi pasar telah diberlakukan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar, 
namun sejalan dengan perkembangan 
keadaan Peraturan Daerah tersebut sudah 
tidak sesuai lagi khususnya menyangkut 
struktur dan besarnya tarif retribusi sehingga 
perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANYUMAS, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 5 TAHUN 2010 

TEN TANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI C 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben­ 
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben­ 
tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
tcJegara Republik Indonesia Nomor4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ~258), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4737); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, 
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pad a Pemerintah 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 
Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 
Nomor2 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 
Nomor 5 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2009 Nomor 3 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banyumas. 

4. Bupati adalah Bupati Banyumas. 
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di 
bidang pengelolaan pasar. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas 
melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di 
bidang pengelolaan pasar. 

7. Pasar tradisionallsederhana yang selanjutnya disebut Pasar 
adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta 
bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat 
bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk 
melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang 
dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PASAR. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN: 



• 

8. Pelayanan Pasar adalah jasa yang diberikan dalam bentuk 
penyediaan fasilitas Pasar. 

9. Fasilitas Pasar adalah bangunan di Pasar yang dipergunakan 
untuk sarana penunjang keglatan di Pasar yang terdiri dari 
bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya. 

10. Bangunan pasar adalah semua bangunan di Pasar yang 
digunakan/dipakai untuk berdagang yang terdiri dari Ruko, 
Toko, Kios dan Los. 

11. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan 
tetap berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk rumah dan 
toko. 

12. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan 
mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang 
dipergunakan untuk usaha berjualan. 

13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang 
digunakan untuk melayani menjual barang dan terdiri dari satu 
penjual. 

14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang 
beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa 
dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat 
berjualan. 

15. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar yang 
dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa. 

16. Tempat bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk 
kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan berupa 
barang dagangan di Pasar. 

17. Jalan masuk adalah jalan yang menghubungkan jalan umum 
dengan Pasar. 

18. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang 
melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang 
dan/atau jasa di Pasar. 
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19. Sadan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik 
Negara (SUMN) atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

20. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan di Pasar 
yang telah diberikan. 

21. Tanda Pembayaran Retribusi adalah tanda/bukti pembayaran 
Retribusi. 

22. Ternak adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas. 
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi tertentu. 

24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah. 

25. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib 
Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran 
yang terutang menu rut Peraturan Retribusi. 

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya 
jumlah retribusi terutang. 

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 
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(1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar 
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang 
dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk 
pedagang. 

Pasal3 

Atas jasa pelayanan dan penggunaan/pemanfaatan fasilitas Pasar 
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan 
nama Retribusi Pelayanan Pasar. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah tanda bukti pembayaran atau penyetoran 
Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah. Retribusi. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari 
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan 
yang menetapkan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah 
ditetapkan. 

31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas 
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
yang dilakukan oleh Wajib Retribusi. 
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(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis 
tempatdan kelas Pasaryang digunakan. 

(2) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi 
setiap 3 (tiga) tahun sekali. 

Pasal 6 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 5 
Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 

BAB Ill 
GOLONGAN RETRIBUSI 

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan atau menikmati pelayanan dan fasilitas Pasar 
yang dikelola Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 

Pasal 4 

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola 
oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta dan fasilitas Pasar yang 
dikontrakkan berdasarkan surat perjanjian. 



10 

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi Pasar. 

Pasal9 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Pedagang yang menyimpan dagangannya pada malam hari 
di dalam Pasar dikenakan pungutan retribusi tambahan 
sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

Pasal8 

BABVI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa 
pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 

Pasal7 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 



Besarnya Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tingkat 
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1). 

j1 

BAB IX 
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal 13 

(1) Atas pungutan Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran 
berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 12 

(1) Pemungutan Retribusi dapatdilakukan secara harian dan/atau 
bulanan. 

(2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan secara 
bulanan, maka Retribusi harus sudah dibayarkan pada bulan 
berjalan. 

(3) Retribusi yang dipungut secara bulanan, maka pemungutan 
Retribusi dilaksanakan terhitung sejak bulan diterbitkannya 
Surat Penempatan. 

Pasal 11 

(1) Pemungutan Retribusitidakdapatdiborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan 

Pasal10 

BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN 
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(1) Berdasarkan SPTRD sebaqalrnana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1 ), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan 
RetribusiTerutang dengan menerbitkan SKRD. 

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban mengisi 
SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), 
maka diterbitkan SKRD secara jabatan. 

(3) Bentuk dan isi SKRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 17 

BAB XI 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI 

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD. 
(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
Wajib Retribusi atau kuasanya. 

(3) Bentuk dan cara pengisian SPTRD diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 16 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 15 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
atau ditetapkan lain oleh Bupati. 

Pasal 14 

BAB X 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
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(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari 
Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 

Pasal 20 

BAB XIII 
SANKS! ADMINISTRASI 

(1) Pembayaran Retribusi terutang wajib dilunasi sekaligus. 
(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) 

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran 
Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 19 

BAB XII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Apabila b~sarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru 
dan/atatr ctita -yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah Retribusi terutang maka dikeluarkan SKRD 
tambahan. 

Pasal 18 
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(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat 
memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan 
Retribusi. 

(2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan memperhatikan fungsi Obyek Retribusi. 

(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan 
pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 22 

BAB XV 
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
Retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang 
terutang. 

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 21 

BAB XIV 
TATA CARA PENAGIHAN 
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(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal24 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa, setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi 
melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), tertangguh apabila: 
a. diterbitkan SuratTeguran; atau 
b. ada pengakuan Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya SuratTeguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 23 

BAB XVI 
KEDALUWARSA 



- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan: 
a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam 
penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Retribusi Daerah; 

b. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang 
tidak benar; 

c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang, dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Retribusi atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pengurangan, pembatalan 
ketetapan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan 
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan 
memberikan alasan yang jelas. 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterima, harus sud ah memberikan Keputusan. 

(4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan Keputusan permohonan pembetulan, 
pengurangan, pembatalan ketetapan Retribusi, dan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, maka 
permohonan dianggap dikabulkan. 

18 

Pasal 25 

BAB XVII 
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, PEMBATALAN 

KETETAPAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 
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(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima 
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Keberatan 
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak 
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan 
dianggap dikabulkan. 

Pasal 27 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas 
Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang 
dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Paul 26 

BAB XVIII 
KEBERATAN 
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(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberikan suatu keputusan, maka permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 
kelebihan pembayaran Retribusi lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua 
perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan Retribusi. 

Pasal 28 

BAB XIX 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik 
untuk melakukan Penyidikan lindak Pidana di bidang 
Retribusi. 

Pasal 31 

BAB XX 
PENYIDIICAN 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan 
Retribusi. 

(2) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan 
dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku 
sebagai bukti pembayaran. 

Pasal 30 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a. nama dan alamat Wajib Retribusi; 
b. masa Retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran; 
d. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman Pos 
Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh 
Bupati. 

Paaal 29 



(1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan lindak Pidana 
di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan 
mengenai Orang Pribadi atau Sadan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan lindak 
Pidana di bidang Retribusi tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau 
Sadan sehubungan dengan lindak Pidana di bidang 
Retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen­ 
dokumen lain berkenaan dengan lindak Pidana di bidang 
Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain 
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan lindak Pidana di bidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 
c; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana 
Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan lindak Pidana di bidang Retribusi sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

20 
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 34 

BAB XXIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Semua pendapatan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah, 
paling lama 1 (satu) hari kerja. 

Pasal 33 

BAB XXII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana 
Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
3 (tiga) kali Retribusi yang terutang. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pelanggaran. 

Pasal 32 

BAB XXI 
KETENTUAN PIDANA 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang HukumAcara Pidana. 
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LEM BARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 
NOMOR 1 SERI C 

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM.M.Sc 
Pembina Utama Muda 

NIP. 195312041976031 003 

ttd 

Diundangkan di Purwokerto 
Pada Tanggal 15 September 2010 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

MARDJOKO 

ttd. 

Ditetapkan di Purwokerto 
pad a tanggal 15 September 2010 

BUPATI BANYUMAS, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas. 

Pasal 36 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 1 Seri 
C) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 35 



NO. JENIS PELAYANAN KlASI KlASII KlASIII KLAS IV 
1 2 3 4 5 8 
1. Rukolm'lhart Rp 500,00 Rp 400,00 Rp 300,00 Rp 200,00 
2. Toltol k1ot per m •/ hlt1 

a. Lantal bawah: Rp 400,00 Rp 300,00 Rp 200,00 Rp 200,00 

b. Lantal ltas : Rp 300,00 I'(!) 300,00 I'(!) 200,00 Rp 200,00 

3. LOI per m'I nen Rp 200,00 I'(!) 175,00 ~ 160,00 ~ 100,00 

4. t-.ataran PIMrf lemf* 
daaanlnlm11har1 Rp 200,00 Rp 160,00 Rp 126,00 Rp 100,00 

5. Penelt>itan Surat 
Penempatan Pedagang Rp 26.000,00 Rp 25.000,00 Rp 26.000,00 Rp 25.000,00 

8. Parldr. 

•. Sepeda Rp 300,00 Rp 300,00 Rp 300,00 Rp 300,00 

b. N10CJ11ran aemlOUII' 

Roca Dua Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 

c, l<endm'aan Bemlotor 
Roda Tlga Rp. 800,00 Rp. 800,00 Rp. 800,00 Rp. 800,00 

d. KandatMn Bemlotor 
Roda Empat Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 

e. Kendarun Bennoto< 
Roda Enam 

Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 

,. Kendarun Bennotor 
Roda > Enam Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp 6.000,00 Rp 5.000,00 

7. Tempat Penltipan Sepeda Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 500,00 

8. Kamar Mandi/WC Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 

II. Tempat Promosilm'lhart Rp 60.000,00 Rp 40.000,00 Rp 30.000,00 Rp 20.000,00 

10, Tempat Reklamwm•: 

a.Hanan Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 

b.BulaNn Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 

11. Pelaya1111n Sampah 

I. Ruko, Toko, Klollbulan Rp 10.000,00 Rp 8.000,00 Rp 6.000,00 Rp 5.000,00 

b.Loslh8tt Rp 200,00 Rp 200,00 Rp 200,00 Rp 100,00 

12. Bongkel' muat dam Paur/ 

~ Rp 200.00 Rp 150,00 Rp 100,00 Rp 100,00 

TARIF RETRIBUSI PASAR 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR : 5 TAHUN 2010 
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2010 
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1 2 3 " 5 e 
13. Pef'iumin Ungga/ 

~(buklnP...- Rp 300,00 Rp 300,00 Rp 200,00 Rp 200,00 
Hewlin) 

14'. Temp1t penju118n Hewan 
(Paar Hewan) 

I. Ketblu, Sapi, Kuda lekor/ 
Rp 3.000,00 Rp 3.000,00 hal1 Rp 3.000.00 Rp 3.000,00 

b. Kambing, Oombalekorlhal1 Rp 1.500,00 Rp 1.500,00 Rp 1.500,00 Rp 1.500,00 
c. Unggastekor/han Rp 500,00 Rp 500.00 Rp 500,00 Rp 500,00 

BUPATI BANYUMAS, 
ttd. 

MARDJOKO 
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I. UMUM 
Pasar merupakan aset daerah yang berpotensi sebagai salah 
satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan bagi masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan fasilitas 
Pasar oleh Pemerintah Daerah merupakan obyek Retribusi 
Pelayanan Pasar yang digolongkan dalam Retribusi Jasa 
Umum dan bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan 
um um serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
Bahwa sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi 
Pasar telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar, 
namun sejalan dengan perkembangan keadaan Peraturan 
Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi khususnya 
menyangkut struktur dan besarnya tarif retribusi sehingga 
perlu ditinjau kembali. 
Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003, disusun 
sesuai perkembangan keadaan saat ini sehingga dari Retribusi 
yang diperoleh akan dapat lebih meningkatkan fasilitas Pasar 
dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 5 TAHUN 2010 

TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
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Cukup jelas. 

Pasal7 

Pasal6 
Ayat(1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku" adalah Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah. 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud Retribusi Jasa Umum adalah retribusi 
atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Sadan. 

Pasal2 
Cukup jelas. 

Pasal3 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal5 

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan 
dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian 
mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah 
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam 
menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, 
sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat 
tercapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan 
karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian 
baku dan teknis. 

II. PASALDEMI PASAL 
Pasal 1 



Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 
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Pasal 10 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" 
adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan 
Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 
Namun pengertian ini bukan berarti bahwa 
Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan 
pihak ketiga. 
Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan 
Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak 
bekerjasama badan-badan tertentu yang karena 
profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut 
melaksanakan sebagian tugas pemungutan Retribusi 
secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi 
yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 
adalah kegiatan pengawasan penyetoran Retribusi 
dan penagihan Retribusi. 

Ayat(2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal9 

Cukup jelas. 
Pasal8 



Pasal23 
Ayat(1) 

Saat kedaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan 
untuk memberi kepastian hukum kapan utang 
Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. 

Ayat(2) 
Huruf a 

Dalam hat diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat 
teguran tersebut. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "pengakuan utang Retribusi 
secara langsung" adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 
Yang dimaksud dengan "pengakuan utang secara 
tidak langsung" adalah Wajib Retribusi tidak secara 
nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia 
mengakui mempunyai utang Retribusi kepada 
Pemerintah Daerah. 
Conteh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan 

angsuran/penundaan pembayaran. 
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Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal21 
Cukup jelas. 

Pasal22 
Cukup jelas. 
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Pasal28 
Ayat(1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam mengambil 
keputusan berkaitan dengan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus 
melakukan pemeriksaan/penelitian terlebih dahulu. 

Ayat(3) 
Cukup jelas. 

Ayat(5) 
Cukup jelas. 

Ayat(6) 
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen yang 
dipersamakan dengan kelebihan pembayaran sampai 
dengan saatdilakukannya pembayaran kelebihan. 

Cukup jelas. 
Pasa127 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal25 
Cukup jelas. 

Pasal24 

Ayat(3) : 
CukupJelas 

Ayat(4) : 
CukupJelas 

- Wajib Retribusi mengajukan 
permohonan keberatan. 
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Pasal33 
Cukup jelas. 

Pasal34 
Cukup jelas. 

Pasal35 
Cukup jelas. 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi kepastian 
hukum bagi Wajib Retribusi, Penyidik, Penuntut 
Um um dan Hakim. 
Pengajuan tuntutan ke Pengadilan secara pidana 
terhadap Wajib Retribusi harus dilakukan dengan 
penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan 
Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi terutang yang 
mengakibatkan kerugian keuangan Daerah. 

Pasal32 
Cukup jelas. 

Pasal31 
Cukup jelas. 

Pasal30 
Cukup jelas. 

Pasal29 


